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PENGADILAN NEGERI MEMUTUS TIDAK DAPAT MENERIMA GUGATAN PESERTA TENDER TERKAIT PERBUATAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA YANG MENAMBAHKAN PERSYARATAN TEKNIS PADA DOKUMEN PEMILIHAN PENGADAAN 
CV. Ingat Mati (Penggugat) yang bergerak di bidang jasa konstruksi, mengikuti tender Pembangunan Gedung Perpustakaan Kabupaten Aceh Jaya T.A 2021. Penggugat lalu mempermasalahkan tindakan Pokja (Tergugat I) yang mencantumkan penambahan persyaratan teknis terkait surat dukungan material yang bersifat umum (pasir dan batu, batu belah/gunung, tanah urug, batu bata merah) dari pihak ketiga (produsen/suplier) di dalam Dokumen Pemilihan yang ditambahkan sebelum batas akhir pemasukan penawaran.
Ketika aanwijzing (tahapan penjelasan), Penggugat mengedepankan masukan agar surat dukungan tersebut bisa dipersyaratkan disaat sudah berkontrak agar memberi peluang terbuka untuk semua perusahaan sehingga terjadi persaingan sehat. Dalam hal ini, Tergugat I menjawab agar Penggugat mengikuti seperti yang dipersyaratkan di dalam Dokumen Pemilihan.
Saat pengumuman pemenang berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan, CV. Ilham Rezeki Mandiri (Turut Tergugat) dinyatakan sebagai Pemenang dan Penggugat dinyatakan gugur dengan alasan “tidak melampirkan surat dukungan material”. Penggugat lalu mengajukan sanggah hingga sanggah banding kepada PA Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Aceh Jaya (Tergugat II) terkait ini, yang hasilnya ditolak.
Penggugat menyatakan perbuatan tersebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang bertentangan dengan beberapa peraturan di antaranya PP No. 22 Tahun 2020, Perpres No. 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, hingga PerLKPP No. 12 Tahun 2021. Begitu pula dengan perbuatan PPK (Tergugat III) yang tidak menolak hasil pemilihan, serta APIP (Tergugat IV) yang melakukan pembiaran dan lalai dalam melaksanakan tugas pengawasan. 
Penggugat mengajukan gugatan PMH ke PN Calang yang dieksepsi oleh Tergugat I,II,III, dan IV terkait kewenangan absolut karena Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini. Dalam pokok perkara juga menyatakan penambahan persyaratan teknis tersebut telah sesuai dengan Lampiran II Poin 3.5.5 dalam PerLKPP No. 12 Tahun 2021.
Majelis Hakim PN Calang memutus menerima eksepsi tersebut dengan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang. Putusan ini dikuatkan pada tingkat Banding di PT Banda Aceh dan Kasasi dengan pertimbangan Tergugat I, II, III, dan IV merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dan tindakan yang dilakukan adalah tindakan pemerintah dalam konteks ranah hukum publik yang tidak tunduk pada hukum keperdataan sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.  
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